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GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2024

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024
tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat
Berat Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan
Pajak Alat Berat Tahun 2024;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang  Harmonisasi Peraturan  Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736};

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
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tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6642);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang
Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa
Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomeor 189, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6404),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73
Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang
Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang
Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6694);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang
Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik
Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle] untuk
Transportasi Jalan (Lembaran Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);



Menetapkan
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024
tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat
Berat Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 458);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 286);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR
PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK
ALAT BERAT TAHUN 2024.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1,
X

Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan
Daerah Pemerintah Daerah Provinsi.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan
beroda beserta gandengannya yang digunakan di
semua jenis jalan darat atau kendaraan vang
dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan
teknik berupa motor atau peralatan lainnya vang
berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya
energi lertentu menjadi tenaga gerak kendaraan
bermotor yang bersangkutan.

Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
(Battery Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut
KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang
digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan
pasokan sumber dava tenaga listrik dari baterai
secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
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Kendaraan Bermotor Hybrid adalah kendaraan yang
memiliki fungsi mematikan mesin secara otomatis
saat berhenti sejenak (idling stop), pengereman
regeneratif, alat bantu gerak berupa motor listrik
dan mampu digerakan sepenuhnya oleh motor
listrik untuk waktu atau kecepatan tertentu.
Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah
Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan
teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.
Kendaraan Bermotor Ganti Mesin adalah kendaraan
bermotor yang mengalami penggantian mesin
penggerak berupa motor atau peralatan lainnya
yvang menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor
yang bersangkutan.

Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi adalah
kendaraan bermotor yang mengalami perubahan
fungsi dari fungsi kendaraan bermotor umum
menjadi kendaraan bermotor bukan umum atau
dari kendaraan bermotor bukan umum menjadi
kendaraan bermotor umum.

Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat
PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau
penguasaan Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat
BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik
kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua
pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang
terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah,
warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
Nilai Jual Kendaraan Bermotor selanjutnya
disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas
suatu kendaraan bermotor.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk
selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah
harga pasaran umum atas suatu Kendaraan
Bermotor yang mengalami perubahan teknis, fungsi
dan/atau penggunaannya.

Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat
NJAB adalah harga pasaran umum Alat Berat yang
bersangkutan.

Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat
HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari
berbagai sumber data yang akurat.

Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan
dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan
registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
Umur Rangka adalah umur Kendaraan Bermotor di
air yang dihitung dari Tahun Pembuatan rangka
bodi.

Umur Motor adalah umur motor Kendaraan
Bermotor di air yang dihitung dari Tahun
Pembuatan.
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Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara
relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran
lingkungan  akibat penggunaan  kendaraan
bermotor.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT

Pasal 2

Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau

penguasaan Kendaraan Bermotor.

Objek pajak BBNKB merupakan penyerahan

kepemilikan Kendaraan Bermotor.

Objek PAB merupakan kepemilikan dan/atau

penguasaan Alat Berat.

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:

a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas
jalan darat;

b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air;
dan

c. Kendaraan Bermotor ubah bentuk dan ganti
mesin.

Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas

jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf a, terdiri atas:

a. mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep,
dan minibus;

b. mobil bus vang meliputi microbus dan bus;

¢. mobil barang yang meliputi blind van, pick up,
light truck, truck, pick up box dan sejenisnya;

d. mobil roda tiga yang meliputi mobil penumpang
roda tiga dan mobil barang roda tiga;

e. sepeda motor roda dua; dan

f. sepeda motor roda tiga yang meliputi sepeda
motor roda tiga penumpang dan sepeda motor
roda tiga barang.

Pasal 3

(1) Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan

(2)

(3)

yvang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan
Bermotor.

Subjek pajak BENKB merupakan orang pribadi atau
badan yang menerima penyerahan Kendaraan
Bermotor.,

Subjek PAB adalah orang pribadi atau badan yang
memiliki dan/atau menguasai alat berat.



BAB III
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT

Bagian Kesatu
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Bermotor yang Dioperasikan di Atas Jalan Darat

Pasal 4
(1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan
terhadap jenis Kendaraan Bermotor vang
dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan ayat
(5).
(2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari
2 {dua) unsur pokok:
a. NJKB; dan
b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat
kerusakan jalan dan/atau pencemaran
lingkungan akibat penggunaan Kendaraan
Bermotor.

Pasal 5
(1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf a, ditentukan berdasarkan HPU atas

Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan

Desember tahun 2023.

(2) Penetapan NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ditetapkan dengan ketentuan:

a. dalam hal diperoleh harga kosaong (off the road),
NJKB ditetapkan dengan pengurangan pajak
pertambahan nilai; dan

b. dalam hal diperoleh harga isi (on the road), NJKB
ditetapkan  dengan  pengurangan  pajak
pertambahan nilai, PKB, dan BBENKB.

(3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 6
NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan
BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan
NJKB dan nilai jual ubah bentuk.

Pasal 7
(1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf b, dinyatakan dalam koefisien, dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti
kerusakan jalan dan/atau pencemaran
lingkungan oleh penggunaan Kendaraan
Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas
toleransi; dan
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b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti
kerusakan jalan danj/atau  pencemaran
lingkungan oleh penggunaan Kendaraan
Bermotor tersebut dianggap melewati batas
toleransi.

Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihitung berdasarkan faktor-faktor:

a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar
jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan
Bermotor;

b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang
dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel,
atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan
bakar berbasis energi terbarukan; dan

c. jenis, penggunaan, Tahun Pembuatan, dan ciri-
ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan
berdasarkan isi silinder.

Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a. mobil penumpang roda tiga, dan mobil barang
roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor
roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda
tiga barang nilai koefisien sama dengan | (satu);

b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu
koma nol dua puluh lima);

c. jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan
1,050 (satu koma nol lima puluh);

d. blind van, pick up, pick up box, microbus dan
sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,085
(satu koma nol delapan lima);

e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma
satul;

f. light truck dan sejenisnya nilai koefisien sama
dengan 1,3 (satu koma tiga); dan

g. truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan
1,4 (satu koma empat).

Dalam rangka pemenuhan ketentuan baku mutu

emisi untuk Kendaraan Bermotor yang telah

beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun, koefisien
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dilakukan penyesuaian.

Penentuan koeefisien sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), didasarkan pada nilai batas toleransi atas

kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan
dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 8
Dasar pengenaan PKB dan BBNKB Kendaraan
Bermotor Ubah Bentuk dihitung berdasarkan hasil
penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk
Kendaraan Bermotor.
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NJKB ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tercantum dalam Lampiran [, sebagai
bagian wvang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Lampiran NJKB ubah bentuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar
pengenaan PKB dan BBNKB ubah bentuk pada saat
penetapan.

Pasal 9

Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor

yang mengalami penggantian mesin, dihitung

sesuai kondisi sebelum mengalami penggantian
mesin.

Penghitungan tambahan BBNKB untuk Kendaraan

Bermotor yang mengalami penggantian mesin,

dengan tarif sesual ketentuan  peraturan

perundang-undangan dari nilai jual mesin
pengganti.

Nilai jual mesin pengganti sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), meliputi:

a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500
cc, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

b. mesin dengan isi silinder 2.501 cc sampai
dengan 5.000 cc, sebesar Rp7.500.000,00
(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

c. mesin dengan isi silinder 5.001 cc sampai
dengan 10.000 cc, sebesar Rpl5.000.000,00
(lima belas juta rupiah); dan

d. mesin dengan isi silinder di atas 10.000 cc,
sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah).

Pasal 10

(1) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk

(2)

Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan
fungsi dari Kendaraan Bermotor pribadi atau bukan
umum menjadi Kendaraan Bermotor Umum,
dihitung dengan ketentuan:

a. menggunakan NJKB sesuai ketentuan PKB
Kendaraan Bermotor Umum terhitung mulai
tanggal pendaftaran ubah fungsi; dan

b. tidak dikenakan tambahan BBNKB ubah fungsi.

Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk

Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan

fungsi dari Kendaraan Bermotor Umum menjadi

Kendaraan Bermotor pribadi atau bukan umum,

dihitung dengan ketentuan:

a. menggunakan tarif PKB kendaraan bermotor
pribadi atau bukan umum terhitung mulai
tanggal pendaftaran ubah fungsi; dan
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b. tidak dikenakan tambahan BBNKB ubah fungsi.

(3) Penghitungan dasar pengenaan BBNKB untuk
Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan
fungsi dan alih kepemilikan, dikenakan BENKB atas
kepemilikan kedua dan seterusnya.

Pasal 11

Perubahan fungsi Kendaraan Bermotor bukan umum
menjadi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), harus
memenuhi persyaratan dan memiliki izin
penyelenggaraan angkutan umum serta izin trayek atau
izin tidak dalam trayek, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor Angkutan
Umum orang ditetapkan paling tinggi sebesar 30%
(tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.

(2) Pengenaan BBNKB Kendaraan Bermotor Angkutan
Umum orang ditetapkan paling tinggi sebesar 30%
(tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan sebagai
kendaraan umum angkutan umum orang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
berlaku bagi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum
orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(4) dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak
di bidang angkutan umum orang;

a. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum
orang; dan

b. memiliki izin trayek dan/atau tidak dalam
trayek angkutan umum orang,.

(5) Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang yang
tidak memenuhi  persyaratan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dikenakan PKB dan BBNKB
sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8, dengan tarif
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor Angkutan
Umum Barang ditetapkan paling tinggi sebesar 60%
(enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.

(2) Pengenaan BBNKE Kendaraan Bermotor Angkutan
Umum Barang ditetapkan paling tinggi sebesar 60%
(enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

(3) Ketentuan mengenai  persyaratan sebagai
kendaraan umum Angkutan Umum Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
berlaku bagi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum
barang yang memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang
bergerak di bidang angkutan umum barang; dan
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b. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum
barang.

(4) Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang yvang
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dikenakan PKB dan BBNKB
sebesar 100% (seratus persen} dari dasar
pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8, dengan
ketentuan tarif.

Pasal 14
(1) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk:
a. orang;
b. barang;

c. angkutan umum orang; dan/atau

d. angkutan umum barang,

ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar
pengenaan PKB dan BENKB.

(2) Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
pada Kendaraan Bermotor yang dilakukan konversi
bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis
baterai.

Pasal 15
Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12 ditetapkan
mempertimbangkan kebijakan makroekonomi daerah
dan/atau faktor lain yang berpotensi menghambat
investasi serta untuk menjaga inflasi daerah.

Bagian Kedua
Penghitungan Dasar Pengenaan PKB yang
Dioperasikan di Air

Pasal 16

(1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB
untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf
b, ditetapkan berdasarkan nilai jual Kendaraan
Bermotor.

(2) Nilai jual wuntuk Kendaraan Bermotor yang
dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu
Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan
Desember Tahun 2023.

Pasal 17
NJKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di
air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1),
dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk
Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
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Bagian Ketiga
Penghitungan Dasar Pengenaan PAB

Pasal 18

(1) Penghitungan dasar pengenaan PAB ditetapkan
berdasarkan NJAB.

(2) NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan berdasarkan HPU atas alat berat yang
bersangkutan pada minggu pertama bulan
Desember tahun 2023.

Pasal 19
NJAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2),
dijadikan dasar pengenaan PAB.

Pasal 20
NJAB dan Penyusutan NJAB tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penghitungan Dasar Pengenaan PKB, BBNKB, dan
PAB yang Belum Tercantum dalam Lampiran
Peraturan Gubernur

Pasal 21

(1) Kendaraan Bermotor belum tercantum dalam
Lampiran Peraturan Gubernur ini, NJKB dan NJAB
sebagai dasar pengenaan PKB, BBNKB dan PAB
ditentukan sebagai berikut:

a. dalam hal diperoleh harga kosong (off the road),
NJKB ditetapkan sebelum dikenakan dengan
pengurangan pajak pertambahan nilai;

b. dalam hal diperoleh harga isi (on the road),
N.JKB ditetapkan sebelum dikenakan dengan
pengurangan pajak pertambahan nilai, PKB dan
BBNKB:

NJKB dari daerah provinsi lain;

harga yang tercantum dalam faktur;

e. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang
hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan
negara produsen sama,;

f. NJKB dan NJAB ditetapkan berdasarkan
kebijjakan dan pertimbangan dari pemerintah
daerah; dan

g. HPU,

(2) Dalam hal NJKB dan NJAB untuk jenis, merek, dan
lipe Kendaraan Bermotor belum tercantum dala:m
Lampiran Peraturan Gubernur ini tetapi masih
terdapat jenis, merek, dan tipe yang sama dengan
tahun pembuatan yang berbeda, NJKB sebagai
dasar pengenaan PKB, BBNKB, dan PAB ditentukan
sebagai berikut:

a. HPU;
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b. NJKB dari daerah provinsi lain;

¢. Kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun dari
nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak
kenaikan 5 (lima) tingkat;

d. harga yang tercantum dalam faktur; atau

e. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang
hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan
negara produsen sama.

{3) Untuk pembuatan kendaraan bermotor dan alat
berat tahun 1985 ke bawah, nilai jualnya ditetapkan
sama dengan tahun pembuatan 1985.

(4) Penentuan NJKB dan NJAB sebagai dasar
pengenaan PKB, BBNKB dan PAB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh
Kepala Unit Pelaksana Tekms Daerah kepada
Kepala Badan, dengan melampirkan faktur dan
keterangan /bukti lainnya.

(5) NJKB dan NJAB sebagai dasar pengenaan PKB,
BBNKB dan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur yang penandatanganannya
dimandatkan kepada Kepala Badan.

Pasal 22
NJKB dan NJAB untuk Kendaraan Bermotor yang
dioperasikan di atas jalan darat tercantum dalam
Lampiran Il dan Lampiran 111, sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 23
Penetapan besaran PKB, BBNKB, dan PAB dilakukan
pembulatan keatas dalam ratusan rupiah, perhitungan
Rp1,00 (satu rupiah) sampai dengan Rp99,00 {sembilan
puluh sembilan rupiah) dibulatkan menjadi Rp100,00
(seratus rupiah).

Pasal 24

Penetapan besaran NJKB dan NJAB dilakukan

pembulatan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih,
penetapan NJKB dilakukan pembulatan dalam
jutaan rupiah;

b. untuk kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3,
penetapan NJKB dilakukan pembulatan dalam
ratusan ribu rupiah; dan

¢. untuk alat berat, penetapan NJAB dilakukan
pembulatan dalam jutaan rupiah.
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BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

(1) Gubernur menetapkan NJKB dan NJAB sebagai
dasar penghitungan pengenaan PKB, BBNKB, dan
PAB bagi Kendaraan Bermotor yang masuk melalui
Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai NJKB dan NJAB sebagai dasar
penghitungan pengenaan PKB, BBNKB, dan PAB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

BAB YV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2023
tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2023 Nomor 39}, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa
Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Desember 2024

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 9 Desember 2024




LAMPIRAN 1

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN
PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2024

TABEL UBAH BENTUK DAN KERETA GANDENGAN/TEMPEL TAHUN 2024
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LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT
BERAT TAHUN 2024

NJKB UNTUK KENDARAAN BERMOTOR

YANG DIOPERASIKAN DIATAS JALAN DARAT

NO | KODE NJKE MIERK TYPE TAHUN NKE  |[BOBOT  DP PKH
A = 4 ] & I ]
JENIS KE 155 : [R54) MOBIL BEBAN RUDA 3 LISTRIK
|| RS4591001 |GEUS 300 AST | 2020 12500000 | 1,00 12 900.000
2| R54591091 |GRLIS 300 A/T 15__;_1‘.;-_2_1 13.600.000 | 1,00 13 AGL000
3 R54591001 |GELIS 00 AT — | 2022 13,700,000 | 1.00 1370 HMD
4 | RS4591001 [GELIS 400 AT | zuze 14,700,000 | 100 147NN
5 | HE4591002 |GELIY GERDDI 004 | 31000000 | 100 | Ziooogoo
6 | RE4599001 [TOMARA BIMA 1200 4/T 2001 | 1B.100.000 | 100 10100400
7 R5A599001 [ TOMARA BIMA 1200 AFT = 2022 18200000 | 1.00 18 200000
A R54605001 | ERGDN MATH AST 0T 200000 | 100 21 ZHH0
5 | RE4448001 [TVS KING KARGO BV 3P A/T 2024 21500000 | 1.00 21500000 |
10| RS4448002 |TVS KING KARGO BV 48 AT i 2024 23400000 | 1o0 23100000
| 11 | RS4586001 [VOLTA VOLTA 501 A/T 2024 36,500,000 | 1,00 36500.400
12| 54586042 |VOLTA VOLTA 502 AT 21 30,200,000 | 100 02RO |
13 | RA4586002 (VOLTA YOLTAS02 AST 20024 40.100.000 | 100 440160000
14 | RS4BEG00N [VOLTA VOLTA 503 A/T 2021 6600000 | 100 20 GEHYH0
15 | 54586003 [VOLTA VOLTA 503 A/T 2022 27500.000 | 100 27900000
16 | RE4586003 |VOLTA VOLTA 503 AST | 2024 43,200,000 | 100 41200000
17 | RE45B6004 |VOLTA VOLTA 504 AST ) | 2024 46300000 | 100 46300.000 |
18| RS4SAGH0S [VOLTA VOLTASOS AT 2024 48100000 | 100 | &8100.000
19 | ASASHAIOA [VOLTA VOLTA 506 AT 22t SZ.500.000 [ 1,00 S2SEH00
20| HS4EHE0OT [VOLTA VOLTA 507 AST 20024 SE200.000 | 100 55 200,000
1 | RE4576001 [SHUIS HALIS 3 E AT 2024 70.100.000 | 1,00 FRARHO0
22 | R5457600L (SELNS CAMAR 1 EAJT 2024 26600000 | 1,00 25600
23 | RE4576003 [SELIS |eaman z g as | 2024 29500000 | 100 | 29000040
24 | BRRASTOHINA (SELES CAMAR 3 EAST 2034 F4.600.000 | 100 34 B0
25 | H54576005 [SELIS CAMAR & E A/T | 2oz 25900000 | 100 20 500,000
26| REAGTGI0G [SELIS CAMEL E A/T 204 20000000 | Lo 28.000.000
27 | REASTEGDT [SLIG [HIMPET E AT 2024 $9.500.000 | 100 | BY704.000
28| R59576008 [SILES RANCHL B A/T | 2034 31800000 | 100 31.800.000 |

JAWA BARAT,
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LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN
PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2024

NJAB (NILAI JUAL ALAT BERAT)

NO | KODENIKB MERK TYPE TAHUN | NJKR BOBOT|  DF PKB
] 2 E] 4 5 | & 7 [
HE 143 : (K1) ALAT BERAT
1| K01011001 |AMERICAN AICHI 1985 40.000.000 | 1 40.000.000
2 | K01011002 |AMERIGAN M ASIA AM 17 LL 1999 123000000 | 1 123,000,000
3| KOLO12001 fAM2 SOXT (MANLIFT 154) 1999 G 60,000,000
4 KO1012001 (AMZ == SOXT (MANLIFT USA) 2000 B2 001000 1 G2 0n.00on
5 | KO1017001 JASIA ASIA AM 17 [.C 1985 40.000.000 | 1 40.000.000
6 | KO1023001 .Igw:-:v ATHEY 19490 SQ.000.000 | 1 59.000.000
7| Ko102300] |ATHEY ATHEY 1994 B4000.000 | 1 B4.000.000
8 | K01027001 |AUTOCAR ACLE4FF [SEMI TRACTOR TRUCK) 1997 139000000 | 1 139,000,000
9 KOTOZTH [AUTOCAR ACLEAFF [SEMI TRACTOR TRUCK) 19498 1460000040 1 1446000 01D
10 | K01033001 [BEDFORD M[P2 (FLATBED TRUCK) 1997 13ggn0000 | 1 139,000,000
11 | K01039001 |BEML BH50M DUMP TRUCK 2009 | 1090000000 | 1 | 1.090.000000
12 | K01049001 |AITTELI ROLLER ) 1996 | 130000000 | 1 130,000,000
13 | K01051001 |MLUEBIRD BLUERIRD 60 PS. 1998 332000000 ! 1 333.000.000
14 | K01054001 |ROBCAT 01 MILL [SKID LOATIER) 2000 410000000 | 1 A 10,000,000
15 | KO1054042 |BOBCAT 743 B (WHEEL LOADER) 2000 239000000 | 1 230,000,000
16 KO1054003 |ROBCAT 751 [ SK1D STEER ) 1996 161.000.000 1 161.000.000
| 17 | KO1054004 |BOBCAT 063 [ BACKHOE LOADER | 2000 208000000 | 1 206.000.000
18 | K01054004 (BOBCAT 963 { BACKHDE LOADER } 2001 243000000 | 1 243000000
19 | KO1054004 |BOBCAT 963 ( BACKHDE LOADER | 2002 276000000 | 1 276,000,000
20| KO1054004 |BOBCAT 963 { BACKHOE LOADER ) 2003 ZRI000000 | 1 289.000.000
_21 | Ki054004 |[ROBCAT 963 [ BACKHOE LOADER | 2004 | 303co0.000 | 1 303.000.000
22 | KINOS4005 |BOBCAT 963 (SKID STEER LOADER ) 20414 328.000.000 | 1 328.000.000
23 | K01054006 |BOBCAT EXCAVATOR 1994 11L0o00o0 | 1 111000000
I4 | K01054007 [ROBCAT SELF LOADER 19492 105,000,000 1 105,000,000
25 | K01054007 [BOBCAT SELF LOADER 1993 122000000 | 1 122.000.000
26 | KO1054007 [BOBCAT SELF LOADER 1994 132000000 | 1 132,000,000
27 | K01054007 |BOBCAT SELF LOADER ) 1995 154000000 | 1 154.000.000 |
28 | K01054007 |BOBCAT SELF LOADER 1996 180000000 | 1 180.000.000
29 | KO1054007 |BOBCAT SELF LOADER 1997 2OZO00.000 | 1 202000000 |
30 | KDI0S4007 [BOBCAT SELF LOADER 1996 | zezuoopon| 1 222.000.000
31 | KO1054007 [ROBCAT SELF LOADER 1999 240000000 | 1 249.000.000




N0 | KODE NJKB MERK TYPE TAHIUN NIKB [BOBOT|  DP PKB

I i 3 + 5 [ 7 &
{JENIS KE 143 : (KO1) ALAT BERAT

6012 | BO1473008 (WRANGLER WRANGLER 4.0 4T o 1998 B5000.000 | 1050 A9.Z50.000
6013 | BO1473008 |WRANGLER WRANGLER 4.0 AT 2000 117.000.000 | 1,050 | 12Z850.000
6014 | HO1472008 |WHANGLER WRANGLER 4.0 AST 2001 123000000 | 1,050 | 129150000
6016 | 0473009 [WRANGLER WIRANGLER 396060 1996 FRO0D.000 | 1,050 1,900,000
6016 | BO147300%9 [WRANGLER WRANGLER 3960 1997 H2.000.000 | 1050 B5.100.000
| 6017 | BO1473010 |WRANGLER LSA MT 1996 G6.000.000 | 1050 100800000
6018 | B01473010 |WRANCLER US4 MT 1997 99,000,000 | 1050 | 103950000
BO19 | BO1473011 |WRANGLER M 3 YR 1905 H6000.000 | 1,050 | 90.300.000 |
BOZ0 | BO1494001 [YUPITRER YUPITER 1985 20.000.000 | 1.050 21.000.000
6021 | BO1635001 [INEDS |GRENADIER 3.0 2023 | 1257000000 | 1,050 | 1319850000
5022 | BO1635002 [INEDS |cRENADIER 2023 | 1257000000 | 1050 | 1.319.850.000
6023 | BO1ES2001 [GWM [TANKS00-HEV 2.0 T (434) A/T 2024 G4B.000.000 | 1,050 | 6HO400.000
JAWA BARAT,



